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KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BERAU 
 

NOMOR: 700/ 393.1/ Itkab.PP/ V/ 2017 
TENTANG 

 

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENGADUAN DAN KONSULTASI 
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN BERAU 

 
INSPEKTUR KABUPATEN BERAU 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja 
Inspektorat sebagai sebuah Institusi pengawasan internal Pemerintah 
Kabupaten Berau serta agar memiliki pedoman / prosedur yang tetap dan rinci 
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka perlu disusun Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan dan Konsultasi Pelaksanaan 
Pelayanan Publik Inspektorat Kabupaten Berau ; 

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan 
Inspektur Kabupaten Berau ; 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor72) tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 
3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Memori 
Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas dari KKN ; 

3. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi ;  

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan 
perundang – undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 82 
Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);  

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 
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2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5589); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah ;  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4741) ;  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP ;  
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah 
(Lembaran Negara Republik Inndonesia Nomor  21 Tahun 2008, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817); 

15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah ; 

16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 
Korupsi; 

17. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Berita 
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 17);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;  

20. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan 
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Depdagri dan Pemda ; 

21. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode 
Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 
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dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
(Berita Negera Tahun 2010 Nomor 537); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat 
Kabupaten / Kota ;  

24. Peraturan MenPAN Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 
Instansi Pemerintah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata 
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; 

28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 05/ 
M. PAN/ 03/ 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern 
Pemerintah. 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah.  

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi 
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan 
standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 

31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar 
Pelayanan Publik; 

32. Pereturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2015 
tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 

33. Keputusan MenPAN nomor KEP/135/M.PAN/9/2009 tentang Petunjuk 
Pedoman Umum Evaluasi LAKIP ;  

34. Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Berau ; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : 
 
PERTAMA :  standar operasional prosedur (SOP) Pelayanan Publik Inspektorat Kabupaten 

Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ; 
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KEDUA : standar operasional prosedur (SOP) Pelayanan Publik Inspektorat Kabupaten 
Berau, sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA keputusan ini 
meliputi : 
1. SOP Penerimaan Atas Pengaduan Publik. 
2. SOP  Analisis Atas Pengaduan Publik. 
3. SOP  Tanggapan Atas Pengaduan Publik. 
4. SOP  Konsultasi pada Inspektorat Kabupaten Berau. 
5.  SOP   Pemeriksaan atas Pengaduan Publik 
 

KETIGA :  standar operasional prosedur (SOP) sebagaimana dalam Diktum KEDUA 
dipergunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh segenap aparat 
Inspektorat dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat 
Kabupaten Berau sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan para 
pihak Publik. 

 
KEEMPAT :  keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
 
 Ditetapkan di  : Tanjung Redeb 

Pada Tanggal   : 10 Mei 2017 
 

 Inspektur Inspektorat Kab Berau, 
 

 
Drs.H.Suriansyah, MM 

Pembina Utama Muda 
NIP.19590408 198501 1 002 

  

 
 
 
Tembusan Kepada Yth.: 
1. Bupati Berau di Tanjung Redeb. 
2. Wakil Bupati Berau di Tanjung Redeb. 
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb. 
4. Arsip. 
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Lampiran Keputusan Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau  

NOMOR: 700/ 393.1/ Itkab.PP/ V/ 2017 
 
TENTANG 
 

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENGADUAN DAN KONSULTASI PELAKSANAAN 

PELAYANAN PUBLIK INSPEKTORAT KABUPATEN BERAU  
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